
 

 

 

 

 

  
ISU KRUSIAL RUU KUHP 

 

No. Pasal Bunyi Pasal dalam RUU KUHP Usulan Pemerintah Keterangan 

1.  Hukum yang hidup 

dalam Masyarakat 
(Living Law) 

Pasal 2 

(1)  Ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi 

berlakunya hukum yang hidup dalam 
masyarakat yang menentukan bahwa 

seseorang patut dipidana walaupun 

perbuatan tersebut tidak diatur dalam 

Undang-Undang ini. 

(2)  Hukum yang hidup dalam masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku dalam tempat hukum itu hidup 

dan sepanjang tidak diatur dalam 

Undang-Undang ini dan sesuai dengan 

nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

hak asasi manusia, dan asas hukum 

umum yang diakui masyarakat beradab. 

 

Pasal 595 

(1) Setiap Orang, yang melakukan 
perbuatan yang menurut hukum yang 

hidup dalam masyarakat dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dilarang, 

diancam dengan pidana. 

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban 

adat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 66 ayat (1) huruf f. 

 

TETAP 

 

 

- Yang dimaksud dengan “hukum yang 

hidup dalam masyarakat yang 

menentukan bahwa seseorang patut 

dipidana” adalah hukum pidana adat. 
- Pemenuhan kewajiban adat setempat 

diutamakan, jika Tindak Pidana yang 

dilakukan memenuhi ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2): 

a. berlaku dalam tempat hukum itu 
hidup; 

b. tidak diatur dalam RUU KUHP; dan 

c. sesuai dengan nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila, UUD 

NRI 1945, hak asasi manusia, dan 
asas hukum umum yang diakui 

masyarakat beradab. 

 

- Pemenuhan kewajiban adat setempat 

dianggap sebanding dengan pidana 

denda kategori II dan dapat dikenakan 
pidana pengganti untuk pidana denda, 

jika kewajiban adat setempat tidak 

dipenuhi atau tidak dijalani oleh 

terpidana (Pasal 96 RUU KUHP). 

 
- Pidana pengganti dapat juga berupa 

pidana ganti kerugian (Pasal 96 RUU 

KUHP). 
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2.  Pidana Mati Pasal 67 

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan 

pidana mati yang selalu diancamkan secara 
alternatif. 

 

Pasal 98 

Pidana mati diancamkan secara alternatif 

sebagai upaya terakhir untuk mencegah 

dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi 
masyarakat. 

 

 

Pasal 99 

(1)  Pidana mati dapat dilaksanakan setelah 
permohonan grasi bagi terpidana ditolak 

Presiden. 

(2)  Pidana mati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dilaksanakan di 

muka umum. 

(3) Pidana mati dilaksanakan dengan 
menembak terpidana sampai mati oleh 

regu tembak atau dengan cara lain yang 

ditentukan dalam Undang-Undang. 

(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap 

wanita hamil, wanita yang sedang 
menyusui bayinya, atau orang yang 

sakit jiwa ditunda sampai wanita 

tersebut melahirkan, wanita tersebut 

tidak lagi menyusui bayinya, atau orang 

yang sakit jiwa tersebut sembuh. 

 
 

Pasal 100 

(1)  Hakim dapat menjatuhkan pidana mati 

dengan masa percobaan selama 10 

(sepuluh) tahun jika: 

Pasal 67 

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 64 huruf c 

merupakan pidana mati yang selalu 
diancamkan secara alternatif. 

 

Paseal 98 

Pidana mati diancamkan secara alternatif 

sebagai upaya terakhir untuk mencegah 

dilakukannya Tindak Pidana dan 
mengayomi masyarakat. 

 

 

Pasal 99 

(1)  Pidana mati dapat dilaksanakan 
setelah permohonan grasi bagi 

terpidana ditolak Presiden. 

(2)  Pidana mati sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dilaksanakan di 

muka umum. 

(3) Pidana mati dilaksanakan dengan 
menembak terpidana sampai mati 

oleh regu tembak atau dengan cara 

lain yang ditentukan dalam Undang-

Undang. 

(4) Pelaksanaan pidana mati terhadap 
perempuan hamil, perempuan yang 

sedang menyusui bayinya, atau orang 

yang sakit jiwa ditunda sampai 

perempuan tersebut melahirkan, 

perempuan tersebut tidak lagi 

menyusui bayinya, atau orang yang 
sakit jiwa tersebut sembuh. 

 

Pasal 100 

(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati 

dengan masa percobaan selama 10 
(sepuluh) tahun dengan 

memperhatikan: 

- Berbeda dengan KUHP yang 

menempatkan pidana mati sebagai salah 

satu pidana pokok, RUU KUHP 

menempatkan pidana mati sebagai 
pidana yang paling terakhir dijatuhkan 

untuk mencegah dilakukannya tindak 

pidana. 

- Pidana mati selalu diancamkan secara 

alternatif dengan pidana penjara waktu 

tertentu (paling lama 20 (dua puluh) 
tahun) dan pidana penjara seumur hidup. 

- Pidana mati dapat dijatuhkan dengan 

masa percobaan selama 10 (sepuluh) 

tahun apabila memenuhi persyaratan 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 
ayat (1). 

- Mekanisme pemberian masa percobaan 

diatur dalam Pasal 100 dan 101 yang 

selanjutnya akan diatur lebih lanjut 

dalam Undang-Undang tersendiri. 



 

 

a. terdakwa menunjukkan rasa 

menyesal dan ada harapan 

untuk diperbaiki;  

b. peran terdakwa dalam Tindak 
Pidana tidak terlalu penting; 

atau   

c. ada alasan yang meringankan. 

 

 

(2) Pidana mati dengan masa percobaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dicantumkan dalam putusan 

pengadilan. 

(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 

(sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari 
setelah putusan pengadilan memperoleh 

kekuatan hukum yang tetap. 

(4) Jika terpidana selama masa percobaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menunjukkan sikap dan perbuatan 

yang terpuji, pidana mati dapat diubah 
menjadi pidana penjara seumur hidup 

dengan Keputusan Presiden setelah 

mendapatkan pertimbangan Mahkamah 

Agung. 

(5) Jika terpidana selama masa percobaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak menunjukkan sikap dan 

perbuatan yang  terpuji serta tidak ada 

harapan untuk diperbaiki, pidana mati 

dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa 

Agung. 
 

 

 

Pasal 101 

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak 
dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 

(sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan 

a. rasa penyesalan terdakwa dan ada 

harapan untuk memperbaiki diri;  

b. peran terdakwa dalam Tindak 

Pidana; atau  
c. ada alasan yang meringankan. 

(2) Pidana mati dengan masa percobaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus dicantumkan dalam putusan 

pengadilan. 

(3) Tenggang waktu masa percobaan 10 
(sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari 

setelah putusan pengadilan 

memperoleh kekuatan hukum yang 

tetap. 

(4) Jika terpidana selama masa percobaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menunjukkan sikap dan perbuatan 

yang terpuji, pidana mati dapat diubah 

menjadi pidana penjara seumur hidup 

dengan Keputusan Presiden setelah 

mendapatkan pertimbangan 
Mahkamah Agung. 

(5) Jika terpidana selama masa percobaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak menunjukkan sikap dan 

perbuatan yang  terpuji serta tidak ada 
harapan untuk diperbaiki, pidana mati 

dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa 

Agung. 

 

Pasal 101 

Jika permohonan grasi terpidana mati 
ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan 

selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi 

ditolak bukan karena terpidana melarikan 

diri, pidana mati dapat diubah menjadi 

pidana seumur hidup dengan Keputusan 
Presiden. 

Pasal 2 



 

 

karena terpidana melarikan diri, pidana mati 

dapat diubah menjadi pidana seumur hidup 

dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 1 
Pasal 102 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pelaksanaan pidana mati diatur dengan 

Undang-Undang. 

 

Pasal 102 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pelaksanaan pidana mati diatur dengan 

Undang-Undang. 
 

 

3.  Penyerangan harkat 

dan martabat 
Presiden dan Wakil 

Presiden 

 

Pasal 218 

(1) Setiap Orang yang di muka umum 
menyerang kehormatan atau harkat dan 

martabat diri Presiden atau Wakil 

Presiden dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 

(enam) bulan atau pidana denda paling 
banyak kategori IV. 

(2) Tidak merupakan penyerangan 

kehormatan atau harkat dan martabat   

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

jika perbuatan dilakukan untuk 

kepentingan umum atau pembelaan 
diri. 

 

 

Pasal 220 

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya 

dapat dituntut berdasarkan aduan. 

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan secara 

tertulis oleh Presiden atau Wakil 

Presiden. 
 

TETAP 

 
 

- Merupakan delik aduan 

- Terdapat pengecualian jika dilakukan 
untuk kepentingan umum atau 

pembelaan diri 

- Pengaduan dilakukan secara tertulis oleh 

presiden atau wapres 

- Istilah yang digunakan bukan 
“penghinaan” tetapi “penyerangan 

terhadap harkat dan martabat presiden 

dan wakil presiden”, yang pada dasarnya 

merupakan penghinaan yang menyerang 

nama baik atau harga diri presiden atau 

wakil presiden di muka umum, termasuk 
menista dengan surat, memfitnah, dan 

menghina dengan tujuan memfitnah. 

Penghinaan pada hakikatnya merupakan 

perbuatan yang tercela dilihat dari aspek 

moral, agama, nilai-nilai 
kemasyarakatan, dan nilai-nilai HAM. 

- Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk 

meniadakan atau mengurangi kebebasan 

mengajukan kritik atau pendapat yang 

berbeda atas kebijakan pemerintah 

- Pengaturan penyerangan harkat dan 
martabat terhadap wakil negara sahabat 

disamakan dengan pengaturan 

penyerangan harkat dan martabat bagi 

presiden dan wakil presiden 

 
 



 

 

4.  Menyatakan diri 

dapat melakukan 

tindak pidana 

karena memiliki 
kekuatan gaib  

 

Pasal 252 

(1)  Setiap Orang yang menyatakan dirinya 

mempunyai kekuatan gaib, 

memberitahukan, memberikan 
harapan, menawarkan, atau 

memberikan bantuan jasa kepada orang 

lain bahwa karena perbuatannya dapat 

menimbulkan penyakit, kematian, atau 

penderitaan mental atau fisik seseorang 

dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 

paling banyak kategori IV. 

(2)  Jika Setiap Orang sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) melakukan 

perbuatan tersebut untuk mencari 
keuntungan atau menjadikan sebagai 

mata pencaharian atau kebiasaan, 

pidananya  dapat ditambah dengan 1/3 

(satu per tiga). 

 

 
Penjelasan Pasal 252 

Ayat (1) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

mengatasi keresahan masyarakat yang 
ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black 
magic), yang secara hukum menimbulkan 

kesulitan dalam pembuktiannya. 

Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk 

mencegah secara dini dan mengakhiri 

praktik main hakim sendiri yang dilakukan 

oleh warga masyarakat terhadap seseorang 

yang dituduh sebagai dukun teluh (santet). 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 252 

(1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya 

mempunyai kekuatan gaib 

memberitahukan, memberikan 
harapan, menawarkan, atau 

memberikan bantuan jasa kepada 

orang lain bahwa perbuatannya dapat 

menimbulkan penyakit, kematian, atau 

penderitaan mental atau fisik seseorang 

dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau 

atau pidana denda paling banyak 

kategori IV.   

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) melakukan 
perbuatan tersebut untuk mencari 

keuntungan atau menjadikan sebagai 

mata pencaharian atau kebiasaan, 

pidananya  dapat ditambah 1/3 (satu 

per tiga). 

 
Penjelasan Pasal 252 

Ayat (1) 

 Ketentuan ini dimaksudkan untuk 

mencegah praktik main hakim 

sendiri yang dilakukan oleh warga 
masyarakat terhadap seseorang 

yang menyatakan dirinya 

mempunyai kekuatan gaib dan 

mampu melakukan perbuatan yang 

dapat menimbulkan penderitaan 

bagi orang lain. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

 

 

- Ancaman pidana dikurangi dengan 
Modified Delphi Method, menjadi 1 (satu) 

tahun 6 (enam) bulan. 

- Penjelasan diperbaiki dengan menghapus 

frasa “ilmu hitam” untuk mencegah 

kerancuan. 

- Merupakan delik materiil yang dapat 
dipidana karena perbuatannya dapat 

menimbulkan penyakit, kematian, atau 

penderitaan mental atau fisik seseorang 

dan perbuatan tersebut untuk mencari 

keuntungan atau sebagai mata 
pencaharian atau kebiasaan. 

- Tindak pidana ini merupakan tindak 

pidana baru khas Indonesia yang perlu 

dikriminalisasi karena sangat kriminogen 
(dapat menyebabkan terjadinya tindak 

pidana lain) dan sangat viktimogen 

(secara potensial dapat menyebabkan 

kerugian berbagai kepentingan). Tindak 

pidana ini sukar dikategorikan sebagai 

tindak pidana penipuan semata-mata, 
sebab aspek kriminogen dan 

viktimogennya multidimensional. 

- Di samping itu kriminalisasi juga 

dimaksudkan untuk melindungi berbagai 
hal: 

a. Kepentingan individual (misalnya 

mencegah praktik penipuan); 

b. Kepentingan sosial (misalnya, 

melindungi religiusitas dan 

ketentraman hidup beragama yang 
dilecehkan oleh perbuatan syirik). 

- Titik berat pengaturan tindak pidana ini 
adalah pencegahan (crime prevention) dan 

pelindungan calon korban (potential 
victim) dan mungkin juga calon pelaku  

terhadap maraknya tindakan main hakim 

sendiri. 



 

 

5.  Dokter atau dokter 

gigi yang 

melaksanakan 

pekerjaannya tanpa 
izin 

Pasal 276 

(1) Setiap dokter atau dokter gigi yang 

melaksanakan pekerjaannya tanpa izin 

dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 

paling banyak kategori IV. 

(2) Setiap Orang yang menjalankan 

pekerjaan menyerupai dokter atau 

dokter gigi sebagai mata pencaharian 

baik khusus maupun sambilan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak kategori V. 

 

DIHAPUS 

 

 

Diputuskan dihapus, karena menjalankan 

profesi dokter, dokter gigi, dan tukang gigi 

tanpa ijin tidak dikenakan sanksi penjara 

menurut Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 
76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 

tentang Praktek Kedokteran yang diperkuat 

dengan Putusan MK 40/PUU-X/2012. 

 

 

6.  Contempt of court Pasal 281 

Dipidana dengan pidana denda paling banyak 
kategori II, Setiap Orang yang pada saat sidang 

pengadilan berlangsung: 

a.  tidak mematuhi perintah pengadilan yang 

dikeluarkan untuk kepentingan proses 

peradilan;  

b.  bersikap tidak hormat terhadap hakim 
atau persidangan atau menyerang 

integritas hakim dalam sidang 

pengadilan; atau 

c.  tanpa izin pengadilan merekam, 

mempublikasikan secara langsung, atau 
membolehkan untuk dipublikasikan 

proses persidangan.  

 

 

 

Penjelasan Pasal 281 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi 

perintah pengadilan yang dikeluarkan 

untuk proses peradilan” adalah 

melakukan hal-hal untuk menentang 

Pasal 280 

Dipidana dengan pidana denda paling 
banyak kategori II, Setiap Orang yang pada 

saat sidang pengadilan berlangsung: 

a. tidak mematuhi perintah pengadilan 

yang dikeluarkan untuk kepentingan 

proses peradilan;  

b. bersikap tidak hormat terhadap hakim 
atau persidangan padahal telah 

diperingatkan oleh hakim atau 

menyerang integritas hakim dalam 

sidang pengadilan; atau 

c. tanpa izin pengadilan merekam, 

mempublikasikan secara langsung, 

atau membolehkan untuk 

dipublikasikan proses persidangan.   

 
Pasal 280 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tidak 

mematuhi perintah pengadilan yang 

dikeluarkan untuk proses 
peradilan” adalah melakukan hal-

hal untuk menentang perintah 

- Reformulasi ini ditujukan untuk 
mencegah dilakukannya live streaming 

atau siaran langsung pada saat sidang 

diselenggarakan, demi ketertiban umum, 

dan untuk menghindari opini publik yang 

dapat mempengaruhi putusan hakim. 

- Hal ini bertujuan untuk mencegah para 
saksi yang belum didengar keterangannya 

mengetahui keterangan yang telah 

disampaikan oleh saksi sebelumnya. 

- Ketentuan ini sama sekali tidak 
mengurangi kebebasan wartawan untuk 

menulis dan mempublikasikan berita 

setelah sidang pengadilan selesai 

diselenggarakan. 
 



 

 

perintah tersebut dengan cara-cara yang 

tidak dibenarkan oleh hukum. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bersikap tidak 
hormat” adalah bertingkah laku, 

bertutur kata, atau mengeluarkan 

pernyataan yang merendahkan 

martabat hakim dan pengadilan atau 

tidak menaati tata tertib pengadilan. 

Termasuk dalam “menyerang integritas 
hakim” misalnya menuduh hakim 

bersikap memihak atau tidak jujur. 

Yang dimaksud dengan “persidangan” 

adalah proses persidangan yang 

melibatkan pejabat yang terlibat dalam 
proses persidangan, misalnya panitera 

atau penuntut umum. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “proses 

persidangan” adalah yang bersifat 

tertutup atau yang hakim telah 
memerintahkan untuk tidak 

diperbolehkan untuk dipublikasi. 

 

tersebut dengan cara-cara yang 

tidak dibenarkan oleh hukum. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “bersikap 
tidak hormat” adalah bertingkah 

laku, bertutur kata, atau 

mengeluarkan pernyataan yang 

merendahkan martabat hakim dan 

pengadilan atau tidak menaati tata 

tertib pengadilan. 
Termasuk dalam “menyerang 

integritas hakim” misalnya 

menuduh hakim bersikap memihak 

atau tidak jujur. 

Yang dimaksud dengan 
“persidangan” adalah proses 

persidangan yang melibatkan 

pejabat yang terlibat dalam proses 

persidangan, misalnya panitera 

atau penuntut umum. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan 

“mempublikasikan secara 
langsung” misalnya, live streaming, 

audio visual tidak diperkenankan. 

Tidak mengurangi kebebasan 

jurnalis atau wartawan untuk 
menulis berita dan 

mempublikasikannya. 
 
 

7.  Unggas yang 

merusak kebun yang 
ditaburi benih 

 

Pasal 278 

Setiap Orang yang membiarkan unggas yang 
diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang 

telah ditaburi benih atau tanaman milik orang 

lain dipidana dengan pidana denda paling 

banyak kategori II.  

 

Pasal 277 

Setiap Orang yang membiarkan unggas 
yang diternaknya berjalan di kebun atau 

tanah yang telah ditaburi benih atau 

tanaman milik orang lain yang 

menimbulkan kerugian dipidana dengan 

pidana denda paling banyak kategori II. 

 

- Ditambahkan frasa yang menimbulkan 
kerugian, sehingga menjadi delik materiil 

- Ketentuan pasal ini merupakan materi 

yang sebelumnya telah diatur dalam 

KUHP lama, dan saat ini di wilayah 
pedesaan masih diperlukan untuk 

melindungi para petani. 



 

 

8.  Advokat yang curang Pasal 282 

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak 

kategori V advokat yang dalam menjalankan 
pekerjaannya secara curang: 

a. mengadakan kesepakatan dengan pihak 

lawan klien, padahal mengetahui atau 

sepatutnya menduga bahwa perbuatan 

tersebut dapat merugikan kepentingan 

pihak kliennya; atau 
b. mempengaruhi panitera, panitera 

pengganti, juru sita, saksi, juru bahasa, 

penyidik, penuntut umum, atau hakim 

dalam perkara, dengan atau tanpa 

imbalan. 
 

DIHAPUS 

 

- 

9.  Penodaan agama 

 

Pasal 304 

Setiap Orang di muka umum yang menyatakan 

perasaan atau melakukan perbuatan yang 

bersifat permusuhan atau penodaan terhadap 

agama yang dianut di Indonesia dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau pidana denda paling banyak 

kategori V. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pasal 302 

(1) Setiap orang di muka umum yang: 

a. melakukan perbuatan yang 

bersifat permusuhan; 

b. menyatakan kebencian atau 

permusuhan; atau 
c. menghasut untuk melakukan 

permusuhan, kekerasan, atau 

diskriminasi, 

terhadap agama, orang lain, 

golongan, atau kelompok atas dasar 
agama atau kepercayaan di Indonesia 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau 

pidana denda paling banyak kategori 

V. 

(2) Setiap Orang di muka umum yang 
menyatakan perasaan atau 

melakukan perbuatan yang bersifat 

penodaan terhadap agama atau 

kepercayaan di Indonesia dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 

Penjelasan Pasal 304 diselaraskan dengan 

rumusan pasal karena dalam penjelasan 

masih menggunakan kata “penghinaan”. 



 

 

 (lima) tahun atau pidana denda paling 

banyak kategori V. 

 

 

10.  Penganiayaan hewan Pasal 342 
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda 

paling banyak kategori II, Setiap Orang 

yang: 

a. menggunakan dan 

memanfaatkan hewan di luar 
kemampuan kodratnya yang 

dapat berpengaruh terhadap 

kesehatan, keselamatan, atau 

menyebabkan kematian hewan; 

b. memberikan bahan atau obat-
obatan yang dapat 

membahayakan kesehatan 

hewan; atau  

c. memanfaatkan bagian tubuh 

atau organ hewan untuk tujuan 

yang tidak patut. 
(2) Setiap Orang yang menerapkan 

bioteknologi modern untuk 

menghasilkan hewan atau produk 

hewan transgenik yang membahayakan 

kelestarian sumber daya hewan, 
kesehatan dan keselamatan 

masyarakat, dan kelestarian fungsi 

lingkungan hidup dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) 

tahun atau pidana denda paling banyak 

kategori IV. 
 

 

Pasal 342 

Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Pasal 340 
(1) Dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun atau 

pidana denda paling banyak kategori 

II, Setiap Orang yang: 

a. menggunakan dan 

memanfaatkan hewan di luar 
kemampuan kodratnya yang 

dapat merusak kesehatan, 

mengancam keselamatan, atau 

menyebabkan kematian hewan; 

b. memberikan bahan atau obat-
obatan yang dapat 

membahayakan kesehatan 

hewan; atau  

c. memanfaatkan bagian tubuh atau 

organ hewan untuk tujuan yang 

tidak patut. 
(2)  Setiap Orang yang menerapkan 

bioteknologi modern untuk 

menghasilkan hewan atau produk 

hewan transgenik yang 

membahayakan kelestarian sumber 
daya hewan, kesehatan dan 

keselamatan masyarakat, dan 

kelestarian fungsi lingkungan hidup 

dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun atau 

pidana denda paling banyak kategori 
IV. 

 

Pasal 342 

Ayat (1) 

Huruf a 

 



 

 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “tujuan 
yang tidak patut” antara lain 

selain untuk konsumsi, ilmu 

pengetahuan, penelitian dan 

medis. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

 

Yang dimaksud dengan 

“kemampuan kodrat” adalah 

kemampuan hewan yang 

alamiah. 
Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan 

“tujuan yang tidak patut” 

antara lain selain untuk 
konsumsi, ilmu 

pengetahuan, penelitian dan 

medis. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

11.  Alat Pencegah 

Kehamilan dan 

Pengguguran 

Kandungan 

Pasal 414 

Setiap Orang yang tanpa hak secara 

terang-terangan mempertunjukkan, 

menawarkan, menyiarkan tulisan, atau 

menunjukkan untuk dapat memperoleh alat 

pencegah kehamilan kepada Anak dipidana 
dengan pidana denda paling banyak kategori I. 

 

Pasal 415 

Setiap Orang yang tanpa hak secara 

terang-terangan mempertunjukkan suatu alat 
untuk menggugurkan kandungan, 

menawarkan, menyiarkan tulisan, atau 

menunjukkan untuk dapat memperoleh alat 

untuk menggugurkan kandungan dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) 

bulan atau pidana denda paling banyak 
kategori II. 

 

Pasal 416 

(1) Perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 414 tidak dipidana jika 
dilakukan oleh petugas yang berwenang 

Tetap 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

- Ketentuan ini untuk memberikan 

pelindungan kepada anak agar terbebas 

dari seks bebas. 

- Tidak ditujukan bagi orang dewasa. 

- Terdapat pengecualian jika dilakukan 

untuk program KB, pencegahan penyakit 

menular seksual, kepentingan 
pendidikan, dan untuk ilmu 

pengetahuan. 

- Terdapat pengecualian untuk pendidikan 

dan lain-lain diatur dalam Pasal 416 ayat 

(1), termasuk apabila yang melakukan 
adalah relawan yang kompeten yang 

ditunjuk oleh pejabat berwenang 

- Pasal 414 s.d. Pasal 416 sesuai dengan 

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 52 
Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga. 

Penyampaian informasi dan/atau 
peragaan alat, obat, dan cara 

kontrasepsi hanya dapat dilakukan 



 

 

dalam rangka pelaksanaan keluarga 

berencana, pencegahan penyakit infeksi 

menular seksual, atau untuk 

kepentingan pendidikan dan 
penyuluhan kesehatan. 

(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 415 tidak dipidana jika 

dilakukan untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan/pendidikan.  

(3)  Petugas yang berwenang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) termasuk 

relawan yang kompeten yang 

ditugaskan oleh Pejabat yang 

berwenang.  

 
 

Penjelasan 

Pasal 414 

Yang dimaksud dengan “alat untuk 

mencegah kehamilan” adalah setiap benda 

yang menurut sifat penggunaannya secara 
umum dapat mencegah kehamilan 

walaupun benda itu juga dapat digunakan 

untuk hal-hal lain. Pencegahan kehamilan 

dapat terjadi baik selama atau setelah 

dilakukannya hubungan badan. 
Perbuatan yang dapat dipidana 

berdasarkan ketentuan ini adalah 

perbuatan mempertunjukkan, 

menawarkan, atau menunjukkan untuk 

dapat memperoleh sarana untuk mencegah 

kehamilan. Yang dimaksud dengan 
mempertunjukkan dapat dipidana 

bilamana dilakukan secara terang-

terangan, sedang perbuatan menawarkan 

atau menunjukkan untuk dapat 

memperoleh sarana tersebut, dapat 
dilakukan secara terang-terangan atau 

tidak secara terang-terangan tapi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Penjelasan 

Pasal 412 

Yang dimaksud dengan “secara terang-

terangan” adalah secara langsung 
melakukan perbuatan tersebut kepada 

Anak. 

 

Pasal 413 

Yang dimaksud dengan “alat untuk untuk 
meggugurkan kandungan” adalah setiap 

benda yang menurut sifat penggunaannya 

dapat menggugurkan kandungan.   

Pasal 414 

Cukup jelas. 

oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain 
yang terlatih serta dilaksanakan di 
tempat dan dengan cara yang layak. 



 

 

perbuatan tersebut dilakukan tanpa 

diminta. Dengan demikian, apabila 

perbuatan itu dilakukan untuk memenuhi 

permintaan, bukan suatu Tindak Pidana.      
Perbuatan menunjukkan untuk dapat 

memperoleh sarana pencegahan 

kehamilan, bersifat umum, dan tidak 

selalu hanya menunjuk pada tempat 

memperoleh  sarana tersebut. 

Pasal 1  
Pasal 415 

 Yang dimaksud dengan “alat untuk 

untuk meggugurkan kandungan” 

adalah setiap benda yang menurut 

sifat penggunaannya dapat 
menggugurkan kandungan.   

Pasal 2  
Pasal 416 

 Cukup jelas. 

 

12.  Penggelandangan Pasal 431 
Setiap Orang yang bergelandangan di jalan atau 

di tempat umum yang mengganggu ketertiban 

umum dipidana dengan pidana denda paling 

banyak kategori I. 

 

Tetap 
 

- Demi ketertiban umum 

- Sanksi bukan pidana perampasan 

kemerdekaan (penjara), tetapi hanya 

pidana denda 

- Ketentuan mengenai penggelandangan 

tetap perlu diatur dalam RUU KUHP 

mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 29/PUU-X/2012 menyebutkan 
bahwa: 

Pelarangan hidup bergelandangan 
merupakan soal yang tidak berkaitan 
dengan kewajiban negara untuk 
memelihara fakir miskin dan anak-
anak terlantar. Pelarangan hidup 
bergelandangan merupakan 
pembatasan yang menjadi 
kewenangan negara, sedangkan 
memelihara fakir miskin dan anak-

anak terlantar merupakan kewajiban 



 

 

konstitusional negara yang harus 
dilakukan dengan memperhatikan 
kemampuan negara. Manakala negara 
dengan kemampuan yang ada belum 
sepenuhnya dapat melaksanakan 
kewajiban tersebut tidak dapat 
menjadi alasan untuk membolehkan 
warga negara hidup bergelandangan. 

Dengan demikian hal tersebut tidak 
menjadi alasan pembenar bagi 
siapapun untuk melanggar hukum, 
melakukan penggelandangan, 
mengabaikan ketertiban umum, 
dengan alasan negara belum 
melaksanakan kewajibannya 
memelihara fakir miskin dan anak-
anak terlantar. Sebagai negara hukum, 
negara harus membangun sistem 

hukum yang harus dipatuhi oleh 
masyarakat dan ditegakkan oleh 
aparat hukum. 

 

13.  Pengguguran 

Kandungan 

Bagian Kedua 

Pengguguran Kandungan 

 

Pasal 469 

(1) Setiap perempuan yang menggugurkan 
atau mematikan kandungannya atau 

meminta orang lain menggugurkan atau 

mematikan kandungan tersebut 

dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 4 (empat) tahun. 

(2)  Setiap Orang yang menggugurkan atau 
mematikan kandungan seorang 

perempuan tanpa persetujuannya 

dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 12 (dua belas) tahun. 

(3)  Jika perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mengakibatkan matinya 

Bagian Kedua 

Aborsi 

 

Pasal 467 

(1) Setiap perempuan yang melakukan 
aborsi dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) tahun. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal 

perempuan merupakan korban 

perkosaan yang usia kehamilannya 
tidak melebihi 12 (dua belas) minggu 

atau memiliki indikasi kedaruratan 

medis. 

 

Pasal 468 

- Disepakati ditambahkan satu ayat untuk 

memperjelas bahwa ada pengecualian 

bagi pengguguran kandungan untuk 

perempuan karena: 
1) Terdapat indikasi kedaruratan 

medis; atau 

2) Kehamilan disebabkan karena 

perkosaan yang usia 

kehamilannya tidak lebih dari 12 
minggu menurut standar WHO. 

- Ancaman pidana lebih rendah daripada 

KUHP 

- Bukan merupakan pengaturan yang baru 
karena telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 



 

 

perempuan tersebut dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun. 

 
Pasal 470 

(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau 

mematikan kandungan seorang 

perempuan dengan persetujuannya 

dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun. 
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mengakibatkan matinya 

perempuan tersebut dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 8 (delapan) 

tahun. 
 

Pasal 471 

(1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker 

yang membantu melakukan Tindak 

Pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 469 dan Pasal 470, pidana dapat 
ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(2)  Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker 

yang melakukan Tindak Pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 
pencabutan hak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f. 

(3)  Dokter yang melakukan pengguguran 

kandungan karena indikasi kedaruratan 

medis atau terhadap Korban perkosaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, tidak dipidana. 

 

(1) Setiap Orang yang melakukan aborsi 

terhadap seorang perempuan: 

a. dengan persetujuan perempuan 

tersebut dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun; 

atau 

b. tanpa persetujuan perempuan 

tersebut dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 12 (dua belas) 

tahun. 
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a mengakibatkan 

matinya perempuan tersebut dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 8 

(delapan) tahun. 
(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b mengakibatkan 

matinya perempuan tersebut dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 

(lima belas) tahun. 

 
Pasal 469 

(1) Dokter, bidan, paramedis, atau 

apoteker yang melakukan Tindak 

Pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 468, pidana dapat 
ditambah 1/3 (satu per tiga). 

(2) Dokter, bidan, paramedis, atau 

apoteker yang melakukan Tindak 

Pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana 

tambahan berupa pencabutan hak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

86 huruf a dan huruf f. 

(3) Dokter, bidan, paramedis, atau 

apoteker yang melakukan aborsi 

karena indikasi kedaruratan medis 
atau terhadap Korban perkosaan 

- Pasal 471 disesuaikan dengan Pasal 75 

UU 36/2009 dan PP 61/2014 

- Pasal 471 telah diatur dalam Pasal 75 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan yang diatur lebih 

lanjut dengan Pasal 35 Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 
tentang Kesehatan Reproduksi, bahwa 

penguguran kandungan dilakukan oleh 

dokter. 



 

 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

467 ayat (2) tidak dipidana. 

 

14.  Perzinaan Pasal 417 

(1)  Setiap Orang yang melakukan 
persetubuhan dengan orang yang bukan 

suami atau istrinya dipidana karena 

perzinaan dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun atau atau pidana 

denda paling banyak Kategori II. 

(2)  Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dilakukan 

penuntutan kecuali atas pengaduan 

suami, istri, Orang Tua, atau anaknya. 

(3)  Terhadap pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 
ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.         

(4)  Pengaduan dapat ditarik kembali 

selama pemeriksaan di sidang 

pengadilan belum dimulai. 

 

Pasal 415 

(1) Setiap Orang yang melakukan 

persetubuhan dengan orang yang 

bukan suami atau istrinya dipidana 

karena perzinaan dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun 

atau pidana denda paling banyak 

Kategori II. 

(2) Terhadap Tindak Pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak dilakukan penuntutan kecuali 

atas pengaduan: 

a. suami atau istri bagi orang yang 

terikat perkawinan; atau  

b. Orang Tua atau anaknya bagi 

orang yang tidak terikat 

perkawinan. 

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 

ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 

30. 

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali 

selama pemeriksaan di sidang 

pengadilan belum dimulai. 

 

- Makna perzinaan adalah dalam konteks 
dan nilai-nilai masyarakat Indonesia 

(bukan masyarakat kota besar saja). 

- Merupakan penghormatan kepada 

lembaga perkawinan  

- Dirumuskan sebagai delik aduan dan 

pengaduan dibatasi hanya dapat diajukan 

oleh orang-orang yang paling terkena 

dampak 

- Tidak dikaitkan dengan perceraian 

sebagaimana dirumuskan dalam KUHP. 

 

Kohabitasi Pasal 418 

(1) Setiap Orang yang melakukan hidup 

bersama sebagai suami istri di luar 

perkawinan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan atau 

pidana denda paling banyak kategori II. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dilakukan 

Pasal 416 

(1) Setiap Orang yang melakukan 

hidup bersama sebagai suami istri 

di luar perkawinan dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 6 (enam) 

bulan atau pidana denda paling 

banyak kategori II. 

- Ayat (3) dihapus berkaitan dengan kepala 

desa yang dapat mengadukan kepada 

aparat yang berwenang. 

- Dirumuskan sebagai delik aduan dan 

pengaduan dibatasi hanya dapat diajukan 

oleh orang-orang yang paling terkena 

dampak; 



 

 

penuntutan kecuali atas pengaduan 

suami, istri, Orang Tua atau anaknya. 

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dapat juga diajukan oleh 
kepala desa atau dengan sebutan 

lainnya sepanjang tidak terdapat 

keberatan dari suami, istri, Orang Tua, 

atau anaknya. 

(4) Terhadap pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku 
ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 

30. 

(5) Pengaduan dapat ditarik kembali 

selama pemeriksaan di sidang 

pengadilan belum dimulai. 
 

(2) Terhadap Tindak Pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak dilakukan penuntutan 

kecuali atas pengaduan: 

a. suami atau istri bagi orang yang 

terikat perkawinan; atau  

b. Orang Tua atau anaknya bagi 
orang yang tidak terikat 

perkawinan. 

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tidak 

berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 

26, dan Pasal 30. 

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali 

selama pemeriksaan di sidang 

pengadilan belum dimulai. 

 

- Yang berhak mengadu dibatasi hanya 

oleh suami atau istri bagi orang yang 

terikat perkawinan atau Orang Tua atau 
anaknya bagi orang yang tidak terikat 

perkawinan 

 

Perkosaan Pasal 479 

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau 

Ancaman Kekerasan memaksa seseorang 
bersetubuh dengannya dipidana karena 

melakukan perkosaan, dengan pidana 

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan 

dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi perbuatan: 

a. persetubuhan dengan seseorang dengan 

persetujuannya, karena orang tersebut 

percaya bahwa orang itu merupakan 

suami/istrinya yang sah; 

b. persetubuhan dengan Anak; atau 
c. persetubuhan dengan seseorang, 

padahal diketahui bahwa orang lain 

tersebut dalam keadaan pingsan atau 

tidak berdaya. 

(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana 
perkosaan, jika dalam keadaan 

Bagian Ketiga 

Perkosaan 
 

Pasal 477 

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan 

atau Ancaman Kekerasan memaksa 

seseorang bersetubuh dengannya 

dipidana karena melakukan perkosaan, 
dengan pidana penjara paling lama 12 

(dua belas) tahun. 

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan 

dan dipidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi perbuatan: 

a. persetubuhan dengan seseorang 
dengan persetujuannya, karena 

orang tersebut percaya bahwa orang 

itu merupakan suami/istrinya yang 

sah; 

b. persetubuhan dengan Anak;  
c. persetubuhan dengan seseorang, 

padahal diketahui bahwa orang lain 

Ayat baru ini dimasukan dalam rumusan 

supaya Pasal 479 konsisten dengan Pasal 53 

Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga yang mengatur bahwa tindak pidana 

kekerasan seksual berupa pemaksaan 

hubungan seksual yang dilakukan terhadap 

istri atau suami merupakan delik aduan. 



 

 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dilakukan perbuatan cabul berupa: 

a. memasukkan alat kelamin ke dalam 

anus atau mulut orang lain;  
b. memasukkan alat kelamin orang lain ke 

dalam anus atau mulutnya sendiri; atau 

c. memasukkan bagian tubuhnya yang 

bukan alat kelamin atau suatu benda ke 

dalam alat kelamin atau anus orang 

lain. 
(4) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (3) adalah Anak 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 

15 (lima belas) tahun. 

(5) Dalam hal Korban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah Anak dan dipaksa 

untuk melakukan persetubuhan dengan 

orang lain dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) tahun. 

(6) Jika salah satu  tindak  pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(3) mengakibatkan Luka Berat dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun. 

(7) Jika salah satu  tindak  pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat 
(3) mengakibatkan matinya orang, pidana 

ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6). 

(8) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, 
atau Anak dibawah perwaliannya, pidana 

ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman 

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4). 

 
 

tersebut dalam keadaan pingsan 

atau tidak berdaya; atau 

d. persetubuhan dengan penyandang 

disabilitas mental dan/atau 
disabilitas intelektual dengan 

memberi atau menjanjikan uang 

atau barang, menyalahgunakan 

wibawa yang timbul dari hubungan 

keadaan, atau dengan penyesatan 

menggerakannya untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan 

persetubuhan dengannya, padahal 

tentang keadaan disabilitas itu 

diketahui. 

(3) Dianggap juga melakukan Tindak 
Pidana perkosaan, jika dalam keadaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) dilakukan perbuatan cabul 

berupa: 

a. memasukkan alat kelamin ke dalam 

anus atau mulut orang lain;  
b. memasukkan alat kelamin orang 

lain ke dalam anus atau mulutnya 

sendiri; atau 

c. memasukkan bagian tubuhnya 

yang bukan alat kelamin atau suatu 
benda ke dalam alat kelamin atau 

anus orang lain. 

(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf 

c, huruf d, dan ayat (3) dilakukan 

terhadap Anak, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap 

Orang yang memaksa Anak untuk 
melakukan Tindak Pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf 



 

 

c, huruf d, dan ayat (3) dengan orang 

lain. 

(6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam ikatan perkawinan, tidak 

dilakukan penuntutan kecuali atas 

pengaduan korban. 

(7) Jika salah satu tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (3) mengakibatkan 
Luka Berat dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) 

tahun. 

(8) Jika salah satu tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (3) mengakibatkan 

matinya orang, pidana ditambah 1/3 

(satu per tiga) dari ancaman pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (6). 

(9) Jika Korban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) adalah Anak kandung, 
Anak tiri, atau Anak dibawah 

perwaliannya, pidana ditambah 1/3 

(satu per tiga) dari ancaman pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

 

 
 


